GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR s¢ TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA
PEMELIHARAAN, DAN STANDARDISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA
KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017

Menimbang

Mengingat

L.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017
dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna
telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45
Tahun 2016 tentang" Standardisasi Biaya Kegiatan Dan
Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga
Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2017,

bahwa dengan adanya perkembangan kebutuhan Organisasi
Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang belum terakomodir
dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2016,
maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standardisasi Biaya
Kegiatan Dan  Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan
Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara
Tahun 1950 Halaman 86-92);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



10.

11,

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007
Nomor 595);



12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya
Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa
Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 (Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG
STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA
PEMELIHARAAN, DAN STANDARDISASI HARGA PENGADAAN
BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2017.

Pasal I

Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas (Kode Kegiatan 01-01-02-00-00-00-00) dalam
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standardisasi Biaya
Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan
Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 45) diubah menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.

Pasal Il
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Septembexr 2017

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR BRANOWO
Diundangkan di Semarang

pada tanggal 7 Sertamber 2917

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 5%



Typewritten text
 ttd


Typewritten text
 ttd


LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG STANDARDISASI BIAYA
KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN,
DAN STANDARDISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA
KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

: 58 TAHUN 2017

TAHUN 2017
BIAYA
KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN SATUAN Rp KETERANGAN
?1 01/02|/00|/00|00| 00 |BIAYA PERJALANAN DINAS
01|01 (02|01 |00 |00 | 00|Satuan Biaya Uang Harian 2 A. Tugas khusus adalah kegiatan
untuk Perjalanan Dinas di luar jam kerja, dan atau
Dalam Negeri : memiliki resiko tanggung,
& 01,02 01,01/00{00|Dalam Kota Jawab besar, dan atau tingkat
01]01[02]01]01]00]00|Dalam Kota (lebih dari 8 OH 150.000 fs’.‘mmn Hngst, ya;m:
jam)/ Fullboard Dalam Kota B A
pajak/penanganan piutang
o1l01lo2]01]02] 00|00 |Dalam Kota Kegiatan Tugas OH 75.000 dengan sistem dor to dor,
Khusus pengiriman surat mendesak di
luar jam kerja.
01/01/02|/01|02|00|00 |Dalam Daerah B. Biaya Perjalanan Dinas Dalam
o1|o1foz2]o1l02}01|00|Gubernur, Wakil Gubernur, | QH 1.000.000 | Daerah diberikan kepada
Pimpinan DPRD PNS/Non PNS yang
01101]02]01[02]02[00Anggota DPRD OH 850.000| melakukan kegiatan/
- : _ pekerjaan diluar kantor yang
011010201 [02|03]00 |Selain Pejgbat OH 370.000 berkaitan dengan
Negara/Pejabat Daerah pelaksanaan tugas kantor/
1 ’ instansi dengan ketentuan
{01/01/02|/01/03(00|00|Luar Daerah minimal 5 (lima) kilometer
D1[01]02/01]{03(01|00|Gubernur, Wakil Gubernur, OH 1.500.000 dari batas Kota/Kabupaten
Pimpinan DPRD tempat kedudukan.
01101{02]01|03|02{00{Anggota DPRD OH 1.250.000 |C. Uang Harian untuk perjalanan
01]01]02]01]03]03]00(Selain Pejabat Negara/ dinas dari Jepara ke
Pejabat Daerah Karimunjawa disamakan
01]|01]02]01]03]03]01 [Aceh OK B60.000| CouSAnUANG harian. dalam
daerah.
01(01,02101]03]03)02 |Sumatera Utara OK 370.000
01[01]02]01]03|03|03 |Riau OK 370.000|D. Untuk Perjalanan Dinas ke
01[01]02]01{03|03 |04 |Kepulauan Riau OK 370.000| Luar Negeri, mengacu kepada
01]01]02]01[03]03 05 |Jambi OK S0 - Deratnag Menio
L l Keuangan Nomor
01{01]02]/01[03103|06 |Sumatera Barat OK 380.000 33/PMK.02/2016 tentang
0110110201 |03|03[07 |Sumatera Selatan OK 380.000 Standar Biaya Masukan
01[01]{02]01/03|03|08|Lampung OK 380.000,  Tahun Anggaran 2017
O1101{02]01|03]|03[09 |Bengkulu OK 380.000
01(01102101103,03, 10 |Bangka Belitung OK 410.000
01]01102|01|03|03|11 |Banten OK 370.000
01101)102]101({03|03|12|Jawa Barat OK 430.000
01(01]02]01]03103]|13|DKI Jakarta OK 530.000
01j01]02/01103]03]| 14 |DI Yogyakarta OK 420.000
110110201 |103|03|15|Jawa Timur OK 410.000
01/01102|101|03|03|16|Bali OK 480.000
01{01{02]01{03{03|17 |Nusa Tenggara Barat OK 440.000
01 LOJ 02101]03,03| 18 |Nusa Tenggara Timur OK 430.000




KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN SATUAN BII:;YA KETERANGAN
o1]01]02]01]03]03] 19|Kalimantan Barat OK 380.000
01(01]02,01,03|03]|20|Kalimantan Tengah OK 360.000
01]01102[/01{03|03]|21 |Kalimantan Selatan OK 380.000
O1[01]02{01]{03[03 22 |Kalimantan Timur OK 430.000
01{01]02]101103|03|23|Sulawesi Utara OK 430.000
01/01{02]101|03|03 |24 |Gorontalo OK 370.000
01101102101 (03]03|25|Sulewasi Barat OK 410.000
01101]02]01|03|03]|26 |Sulawesi Selatan OK 430.000
01101[02|101]03[03|27 |Sulawesi Tengah OK 370.000
[01]01|02/01|03|03|28 |Sulawesi Tenggara OK 380.000
01{01]02[01]03|03]|29|Maluku OK 380.000
01101102{01]03]03|30 |Maluku Utara OK 430.000
01101102]01[03]|03|31 |Papua OK 580.000
0110110201 |03]03]|32|Papua Barat OK 480.000 !
01]/01]/02|02|00/00]|00 Uang Representasi Dalam

Daerah/Luar Daerah
01101102{02101(0000 |Gubernur, Wakil Gubernur, OH 750.000
Pimpinan DPRD
01]01]02)02]02|00]|00|Anggota DPRD OH 500.000
01/01]02]02]03|00|00 |Eselon ] OH 200.000
01]01(02102]04|00|00 |Eselon 11 OH 150.000
01/01|02/03|00|00|00 |Perjalanan Dinas Liter UP E. Jarak antar kota se Jawa
menggunakan kendaraan Tengah terlampir. Untuk
Dinas/Pribadi, kebutuhan tujuan diluar Ibukota
rata-rata BBM adalah 1 Kabupaten/Kota diberi
liter untuk menempuh tambahan BBM sesuai dengan
jarak 7 Km kebutuhan riil (tambahan
Jarak yang ditempuh), yang
— pertanggungjawabannya
_— disertai dengan bukti
pembelian BBM.

F. Transport keberangkatan dan
kepulangan perjalanan dinas
rombongan dapat
menggunakan sewa mobil,

I dengan mempertimbangkan
efisiensi dan efektivitas
dibandingkan transport
perjalanan dinas per orang.

| G. Perjalanan Perangkat/
Pendamping Gubernur, Wakil
Gubernur, dan Sekretaris
Daerah yang menggunakan
pesawat terbang boleh
menggunakan kelas yang
sama.

i)l 01|/02/04 01|00|00|Biaya Taksi H. Biaya Taksi dapat diberikan 2

01|01/02|04|01]|01|00|Dalam Daerah Org kali 50.000 kali (PP) ditempat kedudukan
dan 2 kali (PP) ditempat

L tujuan.




KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN SATUAN BII{:'\"A KETERANGAN

01|01/02|04|02|00 00 |Luar Daerah

01701102104 (02|01 |00 |Aceh OK 180.000

01101]02]04]02]02|00|Sumatera Utara OK 164.000

01101]702104(02|03]|00|Riau OK 140.000

01101]02]04)|02|04|00|Kepulauan Riau OK 182.000

01101102]104(02|05]|00 |Jambi OK 120.000

01]101{02]|04|02|06]|00|Sumatera Barat 0K 250.000

01101102104 ]02]107|00|Sumatera Selatan OK 180.000

01]101{02]04[02|08]|00|Lampung OK 220.000

01101(02{04]02|09]|00|Bengkulu OK 160.000

01]01102]04]02]| 10|00 |Bangka Belitung OK 120.000

01{o1]02]04|02]11]00|Banten OK 570.000

o1]{o1]02|04[02]12]00[Jawa Barat OK 120.000 :

01]o1]{02]04|02]13]00[DKI Jakarta OK 340.000

01]01]02]04]02]14]00]|DI Yogyakarta OK 140.000

E(11 0102041021500 [Jawa Timur OK 250.000

o1]01|02]0402]16]00|Baii OK 200.000

01101102104 ]02(17|00 |Nusa Tenggara Baral OK 96.000

01]01]{02]{04 02|18 |00 |Nusa Tenggara Timur OK 144.000

01{01]02{04|02|19|00 |Kalimantan Barat OK 180.000

0110110204 |02]20|00 |Kalimantan Tengah OK 140.000

[01101[{02]{04|02|21 |00 |Kalimantan Selatan OK 180.000

i(}i 01|02|0402(22|00 |Kalimantan Timur OK 580.000

01]01)02]04|02|23|00 |Sulawesi Utara OK 220.000

01]01[02]04|02]|24 |00 |Gorontalo OK 230.000

011010204 |02]|25|00 |Sulewasi Barat OK 250.000

01101]02]04)02]26]|00|3ulawesi Selatan OK 240.000

101101102)04)02]27]00 |Sulawesi Tengah OK 96.000

F.J] (01102]04(02]28]|00 |Sulawesi Tenggara OK 230.000

lo1]o1 i()i 04102(29 |00 |[Maluku OK 342.000

01101]02|04|02|30|00 |Maluku Utara OK 220.000

01]01102|/04]02|31]00 |Papua OK 630.000

01101]02[04]|02|32 |00 |Papua Barat OK 250.000

.01 01/02]05|00|00 00 |Biaya Penginapan

;?1 01/02/05 01)00|00 Dalam Daerah (Jawa Tengah) Satuan Biaya Penginapan

0101{02|05/01{01|00|Gubernur, Wakil Gubernur, | OH | 4.150.000 | Dinas Dalam Negeri
Eselon I, Pimpinan DPRD merupakan satuan biaya yang

0101]02[{05]|01[02|00 |Eselon II, Anggota DPRD OH 1.480.000 digunakan pengalokasian

01101102105]01{03|00 |Eselon 111/Eselon 1V OH 850.000 blaya_pengmapan kiim R

sesuai dengan

01]01]02/05]01|04|00 |Golongan [V/Golongan III OH 550.000 peruntukannya.

01]01102105(01 (05|00 |Golongan 1/11 OH 360.000

7 Biaya penginapan 1 kamar

01 01/02(05{02 0000 |Luar Daerah digunakan untuk 2 orang

01/01]02/05|02|01|00|Gubernur, Wakil Gubernur, Eselon I, atau lebih dapat melebihi
Pimpinan DPRD standar, dengan ketentuan

- e tarif riil maksimal sebesar

(01101]02]05]02|01]01[Aceh OH 4.420.000 T

th 01102105102101 |02 |{Sumatera Ulara OH 4.960.000 bersangkutan.




KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN SATUAN BII::.’A KETERANGAN
01]01102[05[02|01|03|Riau OH 3.820.000 |K. Biaya penginapan khusus
01]01]02]05/02]01[04|Kepulauan Riau OH 4.275.000 | Perangkat/Pendamping

= - = Gubernur, Wakil Gubernur,
()_1__(11 02]05|02|01|05|Jambi OH 4.,000.000 Bimapiinan DERD den
O1]101[02]05{02[01 |06 |Sumatera Barat OH 4.240.000 Sekretaris Daerah yang
01101102105 /02[01 |07 |Sumatera Selatan OH 4.680.000 melakukan perjalanan dinas
01/01[02/05[02|01|08|Lampung OH 3.960.000 pendampingan dapat melebihi
o1[o1]02|05]02[01 |09 |Bengkulu OH 20000y | Swandar yang berlakn.
01]01]02(05|02[01 |10 |Bangka Belitung OH 3.335.000
01]01]02]05|02|01|11 |Banten OH 3.810.000 Untuk biaya penginapan bagi
01]01(02]05]02]01]12[Jawa Barat OH 3.700.000 | Non PNS sesuai dengan strata
01[01]02]05]02[01 13 |[DKI Jakarta O | 8720000 | Pendidikan:
01(01]02][05|02|01 |14 |Jawa Tengah OH 4,150.000 | 1. Sarjana keatas - disetarakan
01]01[02][05/02]01]15|DI Yogyakarta OH 4.700.000 | Golongan I
01101(102(05/02[01 |16 |Jawa Timur OH 4.400.000 . sampai dehgan D3 -
o1]01]02]05]02[01]17 |Bali OH 4.890.000 | disetarakan Golongan Il
0101021050201 |18 |Nusa Tenggara Barat OH 3.500.000
0110102050201 |19 |Nusa Tenggara Timur OH 3.000.000
01/01(02{05]02]01 |20 |Kalimantan Barat OH 2.400.000
01101102)105|02(01 |21 |Kalimantan Tengah OH 3.000.000
01101]02]05(02]|01 |22 |Kalimantan Selatan OH 4,250.000
01{01(02]05[02|01 |23 |Kalimantan Timur OH 4.000.000
01]01]02105|02]01 |24 |Kalimantan Utara OH 4.000.000
101]01[02[05[02(01|25|Sulawesi Utara OH 3.200.000
01101102105|02]|01 |26 |Gorontalo OH 1.320.000
01101(02{05]02]|01|27 |Sulewasi Barat OH 1.260.000
01101{02{05]02]01 |28 |Sulawesi Selatan OH 4.820.000
01]01]02(05]02(01 |29 |Sulawesi Tengah OH 2.030.000
o101 [02[05]02[01[30 [Sulawesi Tenggara OH 1.850.000
01101(02/05]02(01 (31 [Maluku OH 3.000.000
01101[02|05[02(01 |32 |Maluku Utara OH 3.110.000
01101]02]05|02|01]33|Papua OH 2.850.000
f()l 01]02[05({02|01 |34 |Papua Barat OH 2.750.000
[
01/01]/02/05 /02|02 |00 |Eselon II, Anggota DPRD
01101102(05[02|02|01 |Aceh OH 1.300.000
‘o1|01]02][05[02[02]02 [Sumatera Utara OH | 1.214.000
01101]02]05]02]|02]|03|Riau OH 1.200.000
01101102105102]02 |04 [Kepulauan Riau OH 1.300.000
01]01102(05|102|02]|05 |Jambi OH 1.200.000
O1[01102105]|02({02]06 |Surmnatera Barat OH 1.160.000
01101]02]05(02|02|07 |Sumatera Selatan OH 1.250.000
o1]|o1]o2losl02]02] 08 Lampung OH 1.300.000
01 01{02]05]|02]02]|09 |Bengkulu OH 790.000
01]01102105]02{02(10 |Bangka Belitung O 1.350.000
01101(02]05[02[02]11 |Banten OH 1.430.000
ot{o1o2]os]02]02]12[Jawa Barat OH 1.760.000
OL]101]02]05]02|02| 13|DKI Jakarta OH 1.490.000
-()1 01{02105102|02|14 |Jawa Tengah OH 1.480.000
01701]02]05|02|02]|15|DI Yogyakarta OH 1.350.000




KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN SATUAN BII;::?A KETERANGAN
01{01]02(05|02|02|16 |Jawa Timur OH 1.370.000
01|01(02{05(02({02(17 |Bali OH 1.810.000
01]01[02]05]02]02] 18 |Nusa Tenggara Barat OH 1.760.000
01]01[02{05|02[02|19|Nusa Tenggara Timur OH 1.050.000
01101102]05]02]|02]|20|Kalimantan Barat OH 1.230.000
01[01102105[02]|02]|21 |Kalimantan Tengah OH 1.560.000
01101]02105]|02]02|22 |Kalimantan Selatan OH 1.680.000
i_(Jl 01102105(02|02 |23 [Kalimantan Timur OH 1.750.000
o1]01]02]05]02]02] 24 [Kalimantan Utara OH 1.750.000
|01]01]02 05]02]02]|25|Sulawesi Utara OH 1.560.000
o1]o1]02]0s|02]02]26[Gorontalo OH 1.150.000
O1]101]102]05[02|02|27 |Sulewasi Barat OH 1.030.000
O1]01102]105102)02 |28 |Sulawesi Selatan OH 1.550.000
01101]02105]|02|02]|29 |Sulawesi Tengah OH 1.300.000 )
01]01102[05(02]02|30|Sulawesi Tenggara OH 1.100.000
O1]01102{05[02[{02(31 |Maluku OH 1.030.000
01{01[02]05|02|02 |32 |Maluku Utara OH 1.520.000
01101(02]{05(02|02|33|Papua OH 1.670.000
01]01102{05(02|02 |34 |Papua Barat OH 1.490.000
01/01[02|05|02/ 03|00 |Eselon III/Eselon IV .
01101(02(05[02]03(01 [Aceh OH 850.000
011010210502 |03]|02 |Sumatera Utara OH 703.000
01(01[02]05(02|03(03 |Riau OH 868.000
01]01]02]05]02]03 |04 |Kepulauan Riau OH 650.000
01101]02]05[02|03|05 |Jambi OH 740.000
01(01]02/05]02|03]|06 |Sumatera Barat OH 890.000
01101102]05]02|03|07 |Sumatera Selatan OH 630.000
01[01]02(05|02|03|08|Lampung OH 790.000
01{01]02105(|02]03 |09 |Bengkulu OH 720.000
01101]02/056|02|03]| 10 |Bangka Belitung OH 850.000
01(01{02|05]02|03|11 |Banten OH 800.000
01[01(02(05]02{03]|12|Jawa Barat OH 800.000
or{o1]{02|0sl02]03]13[DKI Jakarta OH 870.000
01101(02/05|02|03|14 |Jawa Tengah OH 850.000
01101102105|02|03]|15|DI Yogyakarta OH 810.000
01L]101[02]05[02[03] 16 |Jawa Timur OH 850.000
0110102105102 03|17 |Bali OH 990.000
01101102]05[02|03|18|Nusa Tenggara [Barat OH 800.000
01101{02105102]03|19|Nusa Tenggara Timur OH 750.000
01]01102/05(02|03|20 |Kalimantan Barat OH 900.000
01101,02/05]|02|03]|21 |Kalimantan Tengah OH 750.000
01101]02(05|02|03]|22 |Kalimantan Selatan OH 820.000
01101102/05102103123 |Kalimantan Timur OH 950.000
"01[01]02]05[02[03|24 [Kalimantan Utara OH 620.000
01101102)105)02]031]25|Sulawesi Utara OH 690.000
o1[01[02]05]02[03[26 |Gorontalo OH 550.000
‘rﬁ 01102[05]02]03|27 |Sulewasi Barat OH 860.000
o1]o1]o2]0s[02[03]28[Sulawesi Selatan OH 810.000




BIAYA

KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN SATUAN Rp. KETERANGAN
0101/02|05]|02]03|29 |Sulawesi Tengah OH 900.000
01101102]105(102|03|30|Sulawesi Tenggara QH 600.000
O1101[02/05102{03|31 [Maluku OH 740.000
01]01]|02]{05]02]03]32|Maluku Utara OH 600.000
01(01/02|05]|02|03|33|Papua OH 760.000
01]01]02|05]|02|03|34 |Papua Barat OH 760.000
01/01|02|05/02|04 |00 |Golongan IV/Golongan III
o1{o1]02]05]02[04]01 |Aceh OH 450.000
01]01]02|05]|02|04|02|Sumatera Utara OH 510.000
01]01]02[05]|02] 04|03 |Riau OH 450.000
01101|02|05(02]|04 |04 |Kepulauan Riau OH 510.000
01{01]02]05[02]|04 |05 |Jambi OH 400.000
01101102{05]102(04]06 |Sumatera Barat OH 520.000 i
01/01]02]05[02|04 |07 [Sumatera Selatan OH 560.000
01]01]02]05[02] 0408 |Lampung OH 400.000
01[01]02[05[02]04 |09 |Bengkulu OH 560.000
01]01]02(05|02|04 |10 |Bangka Belitung OH 400.000
o1 [o1]02[05]02]04] 11 [Banten OH 640.000
0110110210502 (04|12|Jawa Barat QH 560.000
01]|01]02[05]02[04|13|DKI Jakarta OH 610.000
01({01]02[05[02|04| 14 |Jawa Tengah OH 450.000
01{01]02|05|02|04|15|DI Yogyakarta OH 630.000
01/01l02|05/02|04]|16|Jawa Timur OH 450.000
01}o1{02]05[02|04|17|Bali OH 910.000
o1[01]02[05[02]04 ] 18 |Nusa Tenggara Barat OH 580.000
01{01]02|105|02]04|19|Nusa Tenggara Timur OH 550.000
OL[01[02]05|02]|04 |20 |Kalimantan Barat OH 430.000
01(01]02]105|02|04|21 |Kalimantan Tengah OH 560.000
01(01(02]05|02|04|22|Kalimantan Selatan OH 540.000
101]01]02]05 /02|04 |23 |Kalimantan Timur OH 550.000
to1]o1102]05[02]04]24 [Kalimantan Utara OH 400.000
01101(02(05|102|04 |25 |Sulawesi Utara OH 550.000
01lo1]02]05]02|04 |26 [Gorontalo OH 400.000
0110110210502 04 |27 |Sulewasi Barat OH 400.000
[01[01]02[05]02 |04 |28 [Sulawesi Selatan OH 580.000
01101(02]105[02(04|29|Sulawesi Tengah OH 520.000
Dl 01]02]05[02]04 | 30[Sulawesi Tenggara OH 450.000
01[01[02[05]02]|04 |31 |Maluku OH 580.000
01701102]105102|04 |32 |Maluku Utara OH 480.000
01/01]02{05|02|04]|33|Papua OH 460.000
01{01]02(05|02(04 |34 |Papua Barat OH 400.000
01,01{02/05|02|0500|Golongan I/II

01]01]02]05/02]05]01 [Aceh OH 400.000
o1]o1]o2]05]02]05| 02 [Sumatera Utara OH 310.000
01]01]02]05]02] 05|03 |Riau OH 380.000
01{01[02]05|02{05 |04 |Kepulauan Riau OH 280.000
01]01]02[05[02[05]05 |[Jambi OH 290.000




KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN | SATUAN B:;YA KETERANGAN
O1101]02]05]02|05|06 |Sumatera Barat OH 310.000
01(01[02|/05|02|05|07 |Sumatera Selatan OH 340.000
01{01(02(05|02|{05|08 |Lampung OH 360.000
01(01]02/05|02|05|09 |Bengkulu OH 300.000
01]01]02|05|02]05]|10|Bangka Belitung OH 300.000
01[01]02|105|02|05]|11 |Banten OH 400.000
o1]o1[o2][05]02]05] 12 [Jawa Barat OH 460.000
o1]o1|02]05[02]05]13|DKI Jakarta OH 400.000
01(01(102]05|/02|05| 14 |Jawa Tengah OH 360.000
01101]02]05{02|05]|15|DI Yogyakarta OH 460.000
01]01102{05(02(05| 16 |Jawa Timur OH 336.000
01(01]02(05|02|05(17 [Bali OH 660.000
01101]02]05[{02]|05|18|Nusa Tenggara Barat OH 360.000
01101]02|05[02|05]| 19 [Nusa Tenggara Timur OH 300.000 '
01101]02]05|02|05|20 |Kalimantan Barat OH 350.000
01]01102{05(02]|05]|21 |[Kalimantan Tengah OH 350.000
01101]02]05|02|05|22|Kalimantan Selatan OH 390.000
01]01]102|05|02|05]| 23 |Kalimantan Timur OH 450.000
01101(02105(02|05| 24 |Kalimantan Utara OH 350.000
01010210502 |05|25 |Sulawesi Utara OH 370.000
01]01(02]105|02|05] 26 |Gorontalo OH 260.000
01101102105[02]|05|27 |Sulewasi Barat OH 360.000
01]01[02/05[02|05|28 |Sulawesi Selatan OH 390.000
01]01[02]|05|02]| 05|29 [Sulawesi Tengah OH 390.000
(01 i()l 02]105]|02]05| 30 |Sulawesi Tenggara OH 420.000
01(01(02]05[02|05|31 |Maluku QOH 410.000
01(01(02]105|02|05(32 |Maluku Utara OH 380.000
0101(02{05]02]|05|33|Papua OH 410.000
01101]02]|05|02|05 |34 |Papua Barat OH 370.000
01/01|02/06|00|00|00|Uang Harian Paket M. Apabila dalam kegiatan paket
Fullboard fullboard Panitia tidak
01/01/02|06|01|00|00 |Dalam Daerah memberikan uang paket
01]01]02[06[01]|01 |00 |Gubernur, Wakil Gubernur, OH 700.000 Herinn. fullbosnd, male
Pimpinan DPRD “spiga peselia yang,
01]01]02]06|01]02]00[Anggota DPRD OH So0000| Derangkatdepetdiberian
‘ uang harian fullboard dengan
01101]02]06|01|03|00|Selain Pejabat Negara/ OH 130.000 membuat pernyataan bahwa
Pejabat Daerah uang harian fullboard tidak
ditanggung penyelenggara.
01/01|02|06|02|00|00 |Luar Daerah
(01101102106 02101 100 |Gubernur, Wakil Gubernur, OH 900.000
_ r Pimpinan DPRD
lo1]01|02|06|02|02|00 Anggota DPRD OH 700.000
01101]02|06|02[03|00 |Selain Pejabat Negara/ OH
Pejabat Daerah
01101(02|06|02|03{01 |Aceh OH 120.000
01(01]02]06]02]|03|02|Sumatera Utara OH 130.000
01101 ]02]06[02[03[03|Riau OH 130.000
lo1]o1]02[06[02]03 |04 [Kepulanan Riau OH 130.000
01]01|02[06]02]03]05 [Jambi OH 130.000




KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN SATUAN BIIQ:A KETERANGAN
01]01(02|06(02|03|06 |Sumatera Barat Ol1 120.000
01|01(02]|06[02|03|07 |Sumatera Selatan OH 120.000
01101(02|06|02[03|08|Lampung OH 130.000
01[01]02]06({02]03|09|Bengkulu OH 130.000
01{01]02(06|02|03|10|Bangka Belitung OH 130.000
01101](02]06|02|03|11|Banten OH 120.000
01]101(02]06(02]|03|12|Jawa Barat OH 150.000
0110110206 |02|03|13|DKI Jakarta OH 180.000
01]01102(06|02[{03]|14|DI Yogyakarta OH 140.000
01)101]02{06102{03|15|Jawa Timur OH 140.000
01101(02]06|02|03| 16 |Bali OH 160.000
01{01]02]|06|02|03|17 |Nusa Tenggara Barat OH 150.000
01|01(02]|06|02|03]|18|Nusa Tenggara Timur OH 140.000
01101(02]06(02[{03| 19 |Kalimantan Barat OH 130.000
01(01]02|06(02]03|20|Kalimantan Tengah OH 120.000
01101102106 (02|03|21 |Kalimantan Selatan OH 130.000
01101]02]106|02|03|22|Kalimantan Timur OH 150.000
01]01|02]06|02|03|23 |Sulawesi Utara OH 150.000
01|101]|02]06|02|03 |24 |Gorontalo OH 130.000
01101]|02]|06|02|03|25|Sulewasi Barat OH 130.000
01]01(02|06[02|03]|26 |Sulawesi Sclatan OH 120.000
01(01(02]06|02|03|27 |Sulawesi Tengah OH 150.000
01101[02]06({02[03|28|Sulawesi Tenggara OH 130.000
01]01]02[{06|02|03|29|Maluku OH 120.000
01)101]02[06]|02]03|30|Maluku Utara OH 130.000
01]101]02106|02|03|31 |Papua OH 200.000
01]01]02]06|02|03|32 |Papua Barat OH 160.000

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR FRANOWO




	NPSCN001(44).pdf
	NPSCN002.pdf
	NPSCN003.pdf
	NPSCN004.pdf
	NPSCN005.pdf
	NPSCN006.pdf
	NPSCN007.pdf
	NPSCN008.pdf
	NPSCN009.pdf
	NPSCN010.pdf
	NPSCN011.pdf

